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Pemeriksaan keterangan saksi secara teleconference sampai saat ini masih terjadi 
pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan 
regulasi yang dapat memecahkan masalah tersebut sehingga kedudukannya 
sebagai alat bukti dalam persidangan lebih memberikan kepastian hukum. 
Tujuan penelitian adalah (1) untuk menjelaskan keterangan saksi melalui 
teleconference sebagai alat bukti diatur dalam aturan perundang-undangan. (2) 
Untuk menjelaskan pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference sebagai 
alat bukti dalam proses peradilan pidana. (3) Untuk menjelaskan model kebijakan 
hukum pidana mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat 
bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif 
perskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber 
data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi 
kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterangan saksi secara 
teleconference sebagai alat bukti diatur dalam beberapa peraturan perundang-
undangan dan salah satunya adalah Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. (2) Pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference sah sebagai 
alat bukti dalam proses peradilan pidana apabila keterangan saksi di muka sidang 
pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu 
yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. (3) Model kebijakan hukum pidana 
mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti di masa 
yang akan datang adalah kebijakan hukum secara formulatif dengan melakukan 
amandemem KUHAP dan melalui kebijakan hukum materiil, yaitu syarat 
pelaksanaan penyelenggaraan kesaksian melalui teleconference yang meliputi: 
harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, jenis 
kejahatan yang dapat menggunakan sarana media teleconference, tempat 
pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas dan para pihak yang ikut mendampingi 
saksi pada waktu teleconference. 
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The investigation of witness testimony through teleconference until recently still 
encounters opposition in its implementation. Therefore, a regulation for solving 
such a problem is required so that its position as evidence before the court 
provides more legal certainties.The objectives of this research are to explain: (1) 
witness testimony through teleconference as evidence as regulated in the 
prevailing laws and regulations; (2) implementation of witness testimony 
through teleconference as evidence in the criminal justice process; and (3) model 
of penal code policy on witness testimony through teleconference as evidence of 
crime in the future.This study employed the descriptive and prescriptive research 
method with the juridical empirical approach. The sources of data of research 
were primary and secondary ones. The data were gathered through in-depth 
interview and library research. They were analyzed by using the qualitative 
technique of analysis. The results of research show that: (1) the witness 
testimony through teleconference as evidence is regulated in several laws and 
regulations, and one of them is Witness and Victim Protection Code; (2) the 
implementation of witness testimony through teleconference as evidence is 
declared legally valid as evidence in the criminal justice process if it is presented 
before the trial court in which the witness shall make an oath first on certain 
events that he or she heard, saw, and experienced on his or her own; and (3) the 
model of penal code policy on witness testimony through teleconference as 
evidence of crime in the future is a formulation law policy through the 
amendment of Penal Code and material law policy. The requirements for the 
implementation of witness testimony through teleconference as evidence 
include the following: the implementation shall fulfill the provisions of witness 
testimony as evidence, the type of crimes shall have a possibility to be tried 
through the use of teleconference media, and the site for the implementation of 
witness testimony and the party (ies) accompanying the witness during the 
teleconference shall clearly be regulated. 
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